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ABSTRAK 
 

Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Notaris mewajibkan notaris untuk membacakan akta di hadapan para penghadap 
dan memastikan penandatanganan dilakukan secara bersama-sama. Dalam praktik 
pembiayaan fidusia, kewajiban tersebut sering kali diabaikan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis: (1) pengaturan hukum kewajiban tersebut, (2) 
keabsahan akta fidusia yang tidak memenuhi syarat formil, dan (3) implikasi hukum 
serta tanggung jawab notaris atas pelanggaran tersebut. Metode yang digunakan 
adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 
konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pembacaan dan 
penandatanganan akta secara bersama-sama merupakan syarat formil yang bersifat 
imperatif dalam pembuatan akta autentik. Akta jaminan fidusia yang tidak 
dibacakan dan tidak ditandatangani secara bersama-sama di hadapan notaris tidak 
memenuhi ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 
16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga kehilangan sifat 
keautentikannya dan mengalami degradasi kekuatan pembuktian menjadi akta di 
bawah tangan. Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan formil tersebut 
menimbulkan implikasi hukum berupa tanggung jawab administratif, perdata, dan 
etik bagi notaris. Praktik pengabaian terhadap kewajiban formil juga menunjukkan 
adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik kenotariatan di lapangan, di 
mana efisiensi administratif sering kali lebih diutamakan dibandingkan kepastian 
dan perlindungan hukum bagi para pihak. Disarankan agar pengawasan terhadap 
praktik kenotariatan diperkuat secara substantif, khususnya dalam pembuatan akta 
jaminan fidusia, serta diperlukan peningkatan kepatuhan notaris terhadap prosedur 
formil pembuatan akta autentik guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan 
hukum bagi masyarakat. 
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